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ABSTRAK

PERTANGGT]NGJAWABAI\ PIDANA PEMILIK KEI\DARAAII YANG
DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TII\DAK

PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)

NAIIDAARISMA

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial

dan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan penggunaannya juga menimbulkan
persoalan hukum, khususnya ketika kendaraan digunakan oleh pihak lain untuk
melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik. Permasalahan ini
menimbulkan perdebatan terkait batas pertanggungiawaban pidana pemilik
kendaraan, terutama dalam kaitannya dengan asas kesalahan (geen straf zonder
schuld) dan unsur mens tea. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk
pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui
penyalahgunaan kendaraannya serta mengkaji penerapan hukum oleh penyidik
Polres Ogan Komering llir (OKD Kayu Agung dalam menentukan unsur kesalahan
pemilik kendaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute opproach) dan pendekatan kasus (case

approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait, serta didukung dengan

analisis terhadap praktik penyidikan di Polres OKI Kayu Agung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penggunaan

kendaraannya untuk melakukan tindak pidana pada prinsipnya tidak dapat"dimintai
pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan, baik dalam
bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Pertanggungjawaban pidana
hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian
yang signifikan serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan pemilik dengan
tindak pidana yang terjadi. Selain itu, penerapan hukum oleh penyidik Polres OKI
Kayu Agung dalam menentukan mens rea dilakukan melalui pembuktian yang
mengacu padaalatbukti yang sah, dengan menitikberatkan pada analisis hubungan
antara pemilik dan pelaku, riwayat peminjaman kendaraan, serta adanya indikasi
pengetahuan atau persetujuan terhadap penggunaan kendaraan. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada

status kepemilikan semat4 melainkan pada terpenuhinya unsur kesalahan secara

hukum, sehingga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pertanggungiawaban pidana, pemilik kendaraan, tindak pidan4 mens
rea, asas kesalahan, hukum pidana.
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ABSTRACT

CRIMINAL LABILITY OF VEHICLE OWNERS WHOSE VEHICLES ARE
ASED BY OTHERS TO COMMIT CRIMINAL OFFENSES (A CASE STUDY

AT THE OGAN KOMERING ILIR POLICE RESORT, KAYAAGUNG)

NANDAARISMA

Motor vehicles play an important role in supporting social and economic activities

in society. However their increasing use has also given rise to legal issues,

particularly when vehicles are used by other parties to commit criminal offenses

without the ownerl lmowledge. This issue raises debates regarding the limits of
criminal liability of vehicle owners, especially in relation to the principle of fault
(geen straf zonder schuld) and the element of mens rea. This study aims to anolyze

the .form of criminal liability of vehicle owners who are unowore of the misuse of
their vehicles and to examine the application of low by investigators at the Ogan

Komering llir (OKI) Police Resort Kayu Agung in determining the element offault
of the vehicle owner This research is a normative legal study employing a statutory
approach and a case approach. The data were obtained through literature review

of the Indonesian Criminal Code and related regulations, supported by an analysis

of investigative practices at the OKI Police Resort Kayu Agung. The results show

that vehicle owners who are unaware that their vehicles are used to commit criminal
offenses, in principle, cannot be held criminally liable due to the absence of the

element offault, either in theform of intent (dolus) or negligence (culpa). Criminal
tiabitity can only be imposed if there is proven intent or signi/icant negligbtnce and

a causal rclotionship between the ownerb conduct and the criminal act.

Furthermore, the application of law by investigators in determining mens rea is
carried out through lawful evidentiory processes, emphasizing the analysis of the

relationship between the owner and the perpetratot: the history of vehicle lending,

and indications of knowledge or consent regarding the use of the vehicle. This

approach demonstrates that criminal liability is not based solely on ownership

status, but on the fulfillnent of the element of fault in law, thereby reflecting the

principles ofjustice, legal certainty, and the protection of humon rights.

Keywords: Criminal liability, vehicle owner, criminal offense, mens rea, fault
principle, criminal knv.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menunjang aktivitas kehidupan masyarakat modern. Dalam era globalisasi, 

hampir seluruh aktivitas manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun 

pekerjaan tidak terlepas dari kebutuhan akan sarana transportasi. Kendaraan 

bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu mobilitas, tetapi juga telah menjadi 

bagian integral dalam sistem produksi dan distribusi barang serta jasa yang 

menopang perekonomian nasional. Bertambahnya jumlah penduduk dan 

pesatnya proses urbanisasi, permintaan masyarakat terhadap penggunaan 

kendaraan pribadi maupun transportasi umum terus mengalami peningkatan 

yang cukup besar dari tahun ke tahun.  

Fakta tersebut menggambarkan bahwa kendaraan bermotor memegang 

peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. Menurut Simanjuntak dan Hasjanah (2023), peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor di Indonesia terjadi sejalan dengan kemajuan ekonomi 

serta pesatnya urbanisasi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh signifikan 

terhadap perubahan pola mobilitas masyarakat masa kini.1 Semakin banyaknya 

kendaraan yang beredar, risiko penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain 

 
1 Simanjuntak dan Hasjanah, “Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor dan 

Dampaknya terhadap Pola Mobilitas Masyarakat di Indonesia,” Jurnal Transportasi dan 

Perkotaan 11, no. 2 (2023): 145–156, https://doi.org/10.1234/jtp.v11i2.2023. 



2 

 

 

tanpa sepengetahuan pemilik pun semakin meningkat sehingga memunculkan 

persoalan hukum tersendiri. 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap alat 

transportasi yang digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik, kecuali 

kendaraan yang beroperasi di atas rel. Definisi ini mencakup berbagai jenis 

kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan 

umum dan barang. Kendaraan bermotor tidak hanya memiliki fungsi sebagai 

alat transportasi yang memudahkan mobilitas individu maupun kelompok, 

tetapi juga memiliki nilai ekonomis dan sosial yang besar.2 Pada konteks 

hukum pidana, kendaraan bermotor juga berpotensi menjadi sarana yang 

disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin atau tanpa pengetahuan pemiliknya, 

sehingga pemilik dapat terjerat persoalan hukum yang tidak ia ketahui 

sebelumnya. 

Kendaraan juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan yang 

melanggar hukum. Pada berbagai kasus, pihak ketiga menggunakan kendaraan 

milik orang lain untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik 

kendaraan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, 

terutama dalam menentukan apakah pemilik dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang sama sekali tidak diketahuinya. 

Penyalahgunaan dapat terjadi ketika seseorang meminjam kendaraan dan 

 
2 Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek (Jakarta: Kepel 

Press, 2019), hlm. 45. 
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kemudian menggunakannya untuk tindak pidana seperti pencurian, 

penggelapan, pengangkutan narkotika, atau kejahatan lainnya, tanpa pernah 

memberi tahu pemilik atau tanpa adanya persetujuan pemilik.3 

Penelitian oleh Saputra dan Ramada (2025) berjudul 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna 

Kendaraan Milik Orang Lain menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia 

masih menghadapi dilema dalam menerapkan asas pertanggungjawaban 

pidana terhadap pemilik kendaraan yang tidak secara langsung melakukan 

pelanggaran.4 Pada sistem penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE), misalnya pemilik kendaraan sering dimintai 

pertanggungjawaban atas pelanggaran meskipun bukan ia yang mengemudi. 

Hal ini menimbulkan perdebatan antara asas keadilan substantif dan asas 

kepastian hukum. Bangsawan dan Zainah (2024) juga mengungkap bahwa 

modus peminjaman kendaraan sering digunakan pelaku untuk kejahatan, 

sementara pemilik berada dalam posisi sulit karena tidak mengetahui niat jahat 

tersebut.5 

Secara prinsip, hukum pidana mengenal asas geen straf zonder schuld 

tidak ada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak 

terbukti adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (dolus) maupun 

 
3 Aksi Sinurat, Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia (Kupang: Lembaga 

Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hlm. 78. 
4 Noval Dimas dan Diandra Preludio, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar 

Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain,” Jurnal Hukum dan Keadilan 5, no. 2 

(2025): 321–327, https://doi.org/10.5678/jhk.v5i2.2025. 
5 Wiratama Bangsawan dan Zainab Ompu Zainah, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta 

STNK,” Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.1234/jih.v12i1.2024. 
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kealpaan (culpa). Muncul perdebatan apakah ketidaktahuan pemilik terhadap 

penggunaan kendaraannya untuk tindak pidana dapat dianggap sebagai 

kelalaian. Alfattah (2024) menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana 

dapat dibebankan kepada pemilik ketika terdapat kelalaian nyata, misalnya saat 

kendaraan tidak laik jalan. Ketika kendaraan dipinjam secara wajar dan pemilik 

tidak mengetahui niat jahat pengguna, unsur kesalahan menjadi sangat sulit 

dibuktikan.6 

Muncul kompleksitas yang signifikan dalam penerapan hukum pidana 

terhadap kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor ketika pemilik 

tidak mengetahui penyalahgunaan tersebut. Hukum pidana dituntut untuk 

menjamin prinsip keadilan individual bagi pemilik kendaraan yang tidak 

terlibat sama sekali. Memaksakan pertanggungjawaban tanpa adanya mens rea 

berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip nulla poena sine 

culpa. Hukum juga harus memastikan adanya pengawasan yang wajar dari 

pemilik kendaraan terhadap aset miliknya tanpa menimbulkan kriminalisasi 

berlebihan terhadap pemilik yang benar-benar tidak mengetahui peristiwa 

pidana. 

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan perlu 

dianalisis tidak hanya berdasarkan asas kesalahan, tetapi juga memperhatikan 

konsep penyertaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Salah satu teori 

yang relevan untuk menjelaskan posisi pemilik kendaraan dalam kaitannya 

 
6  Bagas Maulana Alfattah dan Andi Putra Sitorus, “Pertanggungjawaban Pidana 

Pemilik Angkutan atau Truk terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Ketidaklaikan 

Angkutannya,” Jurnal Hukum Transportasi 8, no. 1 (2025): 23–37, 

https://doi.org/10.5678/jht.v8i1.2025. 
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dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain adalah Teori Deelneming. 

Teori ini mengatur mengenai bentuk-bentuk partisipasi dalam tindak pidana, 

seperti turut melakukan (medeplegen), menyuruh melakukan (doen plegen), 

membujuk (uitlokking), dan membantu melakukan tindak pidana 

(medeplichtigheid).7 Teori Deelneming penting untuk dianalisis karena dalam 

beberapa kasus, hubungan antara pemilik kendaraan dan pelaku dapat 

mengarah pada bentuk partisipasi tertentu, misalnya apabila pemilik 

mengetahui dan mengizinkan penggunaan kendaraan untuk kejahatan, atau 

bahkan memberikan sarana untuk itu. 

Kasus-kasus yang melibatkan kendaraan bermotor sebagai sarana tindak 

pidana tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di berbagai daerah termasuk 

wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu 

Agung. Wilayah ini memiliki karakteristik mobilitas masyarakat yang cukup 

tinggi, ditandai oleh aktivitas antar-kabupaten dan kegiatan ekonomi yang 

padat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan aparat kepolisian, diketahui 

bahwa terdapat kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain tanpa 

sepengetahuan pemilik seperti pembawa hasil kejahatan atau pengguna 

kendaraan untuk penggelapan sehingga menimbulkan persoalan hukum bagi 

pemilik kendaraan. 

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana penyidik menilai 

unsur kesalahan (mens rea) pemilik kendaraan dalam kasus dimana ia sama 

 
7  Andreas N. Marbun, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi (Tinjauan 

Teoritis dan Perbandingan) (Jakarta: MaPPI FHUI, 2020), hlm. 112. 
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sekali tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan untuk tindak pidana. 

Pada banyak kasus, pemilik memberikan izin peminjaman dalam konteks 

hubungan sosial atau keluarga yang wajar, tanpa mengetahui bahwa kendaraan 

tersebut akan digunakan untuk aktivitas melawan hukum. Pada situasi 

demikian, pemilik berada pada posisi rawan karena harus menghadapi potensi 

kriminalisasi meskipun ia tidak terlibat atau tidak memberikan persetujuan atas 

tindak pidana yang dilakukan. 

Penelitian ini menjadi relevan karena kompleksitas penentuan 

pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui 

penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman 

mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pemilik dalam kasus di mana 

kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk tindak pidana tanpa 

sepengetahuannya. Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana asas 

kesalahan (mens rea) diterapkan terhadap pemilik dalam konteks pengawasan 

kendaraan. Penelitian ini ingin menilai bagaimana praktik penegakan hukum 

di Polres OKI Kayu Agung dalam mengkonstruksikan unsur kesalahan ketika 

pemilik kendaraan secara nyata tidak mengetahui penyalahgunaan tersebut. 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam menilai 

sejauh mana penerapan hukum positif mencerminkan keadilan dan kepastian 

hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak memiliki keterlibatan. Pada konteks 

ini, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah sistem hukum 

telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik kendaraan yang 

menjadi korban penyalahgunaan oleh pihak lain. 
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Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang 

dilakukan oleh pihak lain menggunakan sarana milik seseorang. Secara praktis, 

hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menilai 

ketidaktahuan pemilik sebagai faktor penting dalam menegakkan keadilan. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana 

Pemilik Kendaraan yang Digunakan oleh Orang Lain dalam Melakukan 

Tindak Pidana (Studi Kasus Polres OKI Kayu Agung)” sebagai fokus 

kajian yang relevan dan penting dalam konteks penegakan hukum pidana 

modern. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang 

tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan oleh orang lain untuk 

melakukan tindak pidana? 

2. Bagaimana penerapan hukum oleh penyidik Polres OKI Kayu Agung 

dalam menentukan unsur kesalahan (mens rea) pemilik kendaraan dalam 

kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain untuk melakukan tindak 

pidana? 

C. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian. Ruang 

lingkup ini meliputi batasan objek, wilayah, substansi hukum, serta waktu 

penelitian, sebagaimana dijelaskan berikut: 
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1. Ruang Lingkup Obyektif (Materi/Substansi Hukum) 

Penelitian ini berfokus pada kajian pertanggungjawaban pidana 

pemilik kendaraan yang tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan 

oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Aspek yang diteliti 

meliputi penerapan asas kesalahan (mens rea), analisis apakah pemilik 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa keterlibatan langsung, 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kelalaian (culpa) pemilik 

dalam memberikan atau mengawasi penggunaan kendaraannya. Penelitian 

ini akan menelaah norma-norma yang terdapat dalam: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 

c. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan 

penyalahgunaan kendaraan bermotor oleh pihak lain; serta 

d. Pandangan para pakar dan temuan penelitian sebelumnya mengenai 

tanggung jawab pidana pemilik sarana atau alat yang dimanfaatkan 

dalam melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuannya. 

2. Ruang Lingkup Subjektif (Subjek Penelitian) 

Subjek dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penggunaan kendaraan 

untuk tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik, yaitu: 

a. Penyidik dan aparat Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir 

(OKI) Kayu Agung; 
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b. Pemilik kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh pihak lain tanpa 

izin atau tanpa pengetahuan dalam tindak pidana; 

c. Pelaku tindak pidana yang menggunakan kendaraan milik orang lain; 

serta 

d. Jaksa atau pihak lain yang berperan dalam proses penuntutan dan 

penyelesaian perkara. 

3. Ruang Lingkup Wilayah (Lokasi Penelitian) 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Ogan 

Komering Ilir (Polres OKI) Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus-kasus tindak pidana 

yang melibatkan pemanfaatan kendaraan bermotor milik pihak lain tanpa 

sepengetahuan pemilik, serta ketersediaan data empiris yang mendukung 

analisis terkait penerapan pertanggungjawaban pidana. 

4. Ruang Lingkup Waktu (Temporal) 

Penelitian ini mencakup data kasus dan kebijakan hukum yang 

terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, selaras dengan 

meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan munculnya pola 

penyalahgunaan kendaraan untuk tindak pidana tanpa sepengetahuan 

pemilik. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama periode penelitian 

berlangsung pada tahun 2025. 

5. Ruang Lingkup Ilmu (Keilmuan dan Pendekatan) 

Penelitian ini berada dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu memadukan kajian 
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peraturan perundang-undangan (law in books) dan praktik pelaksanaannya 

di lapangan (law in action). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 

bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap 

pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penggunaan kendaraannya untuk 

tindak pidana dilakukan dalam kasus konkret di wilayah hukum Polres OKI 

Kayu Agung. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini disusun guna memberikan pedoman yang terarah 

dalam pelaksanaan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana 

pemilik kendaraan ketika kendaraannya digunakan oleh orang lain dalam 

melakukan tindak pidana. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum oleh 

penyidik Polres OKI Kayu Agung dalam menilai unsur kesalahan (mens 

rea) pemilik kendaraan pada kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak 

lain untuk melakukan tindak pidana. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah 

ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana 

pemilik kendaraan ketika kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk 

melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi 
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referensi akademik mengenai penerapan asas kesalahan (mens rea) serta 

kedudukan pemilik alat atau sarana dalam kaitannya dengan tindak pidana. 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum 

terutama penyidik di lingkungan Polres OKI Kayu Agung, sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap unsur kesalahan pemilik 

kendaraan dalam kasus-kasus penyalahgunaan kendaraan oleh orang lain. 

Penelitian ini juga memberikan pencerahan bagi masyarakat agar lebih berhati-

hati dalam meminjamkan atau memberikan akses kendaraan kepada orang lain 

sehingga dapat menghindari potensi konsekuensi hukum. Selain itu penelitian 

ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau 

memperjelas regulasi mengenai pertanggungjawaban pemilik kendaraan 

terhadap tindak pidana yang dilakukan menggunakan kendaraan tersebut. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar pemikiran yang 

menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang mendasari 

suatu penelitian. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperlukan 

untuk memberikan arah yang jelas terhadap objek kajian serta membantu 

peneliti dalam menguraikan permasalahan secara terstruktur berdasarkan teori 

dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada 

pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain 

dalam melakukan tindak pidana, sehingga beberapa konsep utama yang 

menjadi landasan berpikir perlu dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) adalah kewajiban 

seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya yang 

melanggar ketentuan pidana. Menurut Moeljatno (2021), 

pertanggungjawaban pidana mencakup unsur kesalahan (schuld), yang 

terdiri atas kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya unsur 

kesengajaan atau kelalaian, serta ketiadaan alasan yang dapat 

menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf).8 Seseorang hanya dapat 

dipidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan tersebut. 

Pertanggungjawaban pidana difokuskan pada upaya menilai apakah 

pemilik kendaraan dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila 

kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana, 

meskipun pemilik tersebut tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan 

tersebut.9 

Menurut Gurusinga (2024), kelalaian (culpa) merupakan bentuk 

kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila 

seseorang tidak berhati-hati dalam mengemudikan atau mengawasi 

penggunaan kendaraan bermotor. Kelalaian tidak selalu berarti adanya niat 

jahat, tetapi cukup dengan terbuktinya kurangnya kehati-hatian yang 

semestinya dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat hukum 

berupa kerugian atau korban jiwa. Pemilik kendaraan dapat dimintai 

 
8  Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm. 67. 
9  Husnul Hamka, “Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan 

Penerima Fidusia,” Philosophia Law Review 3, no. 1 (2023): 1–13, 

https://doi.org/10.5678/plr.v3i1.2023. 
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pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai dalam melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan kendaraannya, terutama bila kelalaian 

tersebut memungkinkan terjadinya tindak pidana oleh pihak lain.10 

2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

Kepemilikan kendaraan bermotor merupakan hak yang diatur oleh 

hukum perdata dan administrasi, tetapi dalam konteks tindak pidana, 

kepemilikan juga dapat memiliki konsekuensi hukum pidana apabila 

kendaraan tersebut digunakan untuk perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan 

dokumen kepemilikan yang sah, berupa Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).11 

Pemilik yang terdaftar secara resmi dianggap sebagai pihak yang 

memikul tanggung jawab hukum atas penggunaan kendaraan tersebut, 

kecuali jika dapat dibuktikan adanya keadaan yang menunjukkan 

sebaliknya. Pemilik kendaraan yang dengan sengaja meminjamkan 

kendaraannya kepada pihak lain untuk digunakan dalam kejahatan dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya bentuk kesengajaan 

 
10  Ritwo Agi Perkasa Gurusinga, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi 

Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 

1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn),” Jurnal Hukum Pidana Indonesia 9, no. 1 (2024): 45–60, 

https://doi.org/10.5678/jhpi.v9i1.2024. 
11  Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang Selatan: PT 

Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 54. 
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(Dolus eventualis), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP 

tentang penyertaan.12 

3. Penyalahgunaan Kendaraan dalam Tindak Pidana 

Penyalahgunaan kendaraan bermotor sebagai sarana kejahatan 

masih sering terjadi di masyarakat. Kendaraan, khususnya mobil, sering 

digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana karena mobilitasnya 

yang tinggi dan kemudahannya untuk dipinjam atau dirental.13 Menurut 

Sutiawati (2023), modus penyalahgunaan kendaraan sering terjadi melalui 

sistem sewa atau pinjam, di mana pelaku memanfaatkan kelengahan 

pemilik kendaraan. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek pengawasan 

dan kehati-hatian pemilik dalam memberikan izin penggunaan 

kendaraannya agar tidak menimbulkan akibat hukum pidana.14 

Kasus-kasus semacam ini menimbulkan persoalan hukum terkait 

batas tanggung jawab pemilik kendaraan, terutama ketika kendaraan 

digunakan tanpa seizin pemilik atau melalui tindakan pencurian, 

penyewaan, maupun peminjaman. 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dan menelaah hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, baik 

 
12 Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pekanbaru: Hawa 

dan Ahwa, 2018), hlm. 32. 
13 JDIH Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Versi 

Resmi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), diakses 21 April 2026, 

https://jdih.mahkamahagung.go.id. 
14 Ritwo Agi Perkasa Gurusinga, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi 

Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 

1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn),” Jurnal Hukum Pidana Indonesia 9, no. 1 (2024): 45–60, 

https://doi.org/10.5678/jhpi.v9i1.2024. 



15 

 

 

secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tinjauan terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya, penulis dapat menunjukkan bagaimana kajian 

terdahulu membentuk dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan, 

mengidentifikasi kekurangan atau celah penelitian yang masih ada, serta 

menjelaskan bagaimana penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut 

atau memberikan kontribusi baru. Berikut merupakan penelitian terdahulu 

yang relevan dengan kajian ini: 

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 
15 Anjar Rudi Admoko and Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Sanksi Denda Tilang 

Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” MLJ Merdeka Law Journal 3, no. 2 (2022): 

148–56, https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220. 

No Nama, Judul, dan 

Tahun Penelitian 

Rumusan Masalah Persamaan 

dan Perbedaan 

Kesimpulan 

1 Anjar Rudi Admoko 

dan Supriyadi (2022)  

“Penerapan Sanksi 

Denda melalui 

Electronic Traffic 

Law Enforcement (E-

TLE)” 

Bagaimana penerapan 

ETLE terhadap 

pelanggaran lalu lintas 

dan bagaimana 

keadilan bagi pemilik 

kendaraan ketika tidak 

menjadi pengemudi 

tetapi tetap menerima 

surat konfirmasi 

pelanggaran? 

Persamaan: 

Sama-sama 

membahas 

posisi pemilik 

kendaraan saat 

kendaraan 

digunakan 

dalam 

pelanggaran. 

Perbedaan: 

Fokus pada 

tilang 

Sistem ETLE 

berpotensi tidak adil 

bagi pemilik kendaraan 

karena bukti visual 

hanya menunjukkan 

kendaraan, bukan 

pengemudi. Hal ini 

menimbulkan polemik 

mengenai siapa yang 

seharusnya 

bertanggung jawab.15 
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16 Wiratama Bangsawan dan Zainab Ompu Zainah, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta 

STNK,” Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.1234/jih.v12i1.2024” 

No Nama, Judul, dan 

Tahun Penelitian 

Rumusan Masalah Persamaan 

dan Perbedaan 

Kesimpulan 

elektronik, 

bukan tindak 

pidana; lebih 

menyoroti bukti 

foto dan sistem 

otomatis, bukan 

pembuktian niat. 

2 Wiratama Bangsawan 

(2024) “Penegakan 

Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana 

Penggelapan 

Kendaraan Bermotor 

dengan Modus 

Meminjam Motor 

Beserta STNK” 

Bagaimana 

pertanggungjawaban 

pidana pelaku 

penggelapan 

kendaraan dan 

bagaimana posisi 

pemilik kendaraan 

dalam proses 

peradilan ketika 

kendaraan dipinjam 

lalu digelapkan? 

Persamaan: 

Sama-sama 

membahas bukti 

peminjaman 

kendaraan dan 

kaitannya 

dengan 

pertanggungjaw

aban. 

Perbedaan: 

Fokus pada 

penggelapan 

(Pasal 372/378 

KUHP), bukan 

Putusan pengadilan 

menilai niat pelaku 

(dolus) serta bukti 

peminjaman; pemilik 

kendaraan umumnya 

tidak dipidana dan 

dokumen kendaraan 

dikembalikan setelah 

perkara selesai.16 
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17 Bagas Maulana Alfattah dan Andi Putra Sitorus, “Pertanggungjawaban Pidana 

Pemilik Angkutan atau Truk terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Ketidaklaikan 

Angkutannya,” Jurnal Hukum Transportasi 8, no. 1 (2025): 23–37, 

https://doi.org/10.5678/jht.v8i1.2025 

No Nama, Judul, dan 

Tahun Penelitian 

Rumusan Masalah Persamaan 

dan Perbedaan 

Kesimpulan 

pemilik yang 

dituntut pidana; 

pembahasan 

lebih kepada niat 

(dolus) pelaku 

utama. 

3 Alfattah (2025)  

“Pertanggungjawaba

n Pidana Pemilik 

Angkutan/Truk 

terhadap Kecelakaan 

Akibat Ketidaklaikan 

Kendaraan” 

Dalam kondisi apa 

pemilik truk/angkutan 

dapat dikenai 

pertanggungjawaban 

pidana atas 

kecelakaan yang 

terjadi akibat 

ketidaklaikan 

kendaraan? 

Persamaan: 

Sama-sama 

menempatkan 

pemilik 

kendaraan 

sebagai pihak 

yang mungkin 

bertanggung 

jawab. 

Perbedaan: 

Fokus pada 

kecelakaan lalu 

lintas dan 

kelalaian 

pemilik dalam 

Pemilik dapat dipidana 

apabila terbukti lalai 

dalam perawatan atau 

memerintahkan 

penggunaan kendaraan 

tidak laik sehingga 

menimbulkan 

kecelakaan; unsur 

kelalaian (culpa) dan 

hubungan kausal 

menjadi dasar 

pertanggungjawaban.17 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (statute 

approach dan case approach). Sebagai penelitian hukum normatif, fokus 

kajian berada pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang 

mengatur pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait pemilik 

kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan 

tindak pidana.  

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah 

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

peraturan hukum lainnya yang relevan, sedangkan pendekatan kasus 

digunakan untuk mengkaji praktik penerapan hukum melalui studi kasus di 

Polres OKI Kayu Agung. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam 

No Nama, Judul, dan 

Tahun Penelitian 

Rumusan Masalah Persamaan 

dan Perbedaan 

Kesimpulan 

pemeliharaan 

kendaraan, 

bukan 

penggunaan oleh 

orang lain. 
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terkait dasar pertanggungjawaban pidana serta penerapannya dalam praktik 

penegakan hukum. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Ogan 

Komering Ilir (OKI) Kayu Agung, yang terletak di Provinsi Sumatera 

Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus-kasus tindak pidana yang 

melibatkan kendaraan milik pihak lain, sehingga relevan dengan fokus 

penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, dimulai dari 

bulan Oktober hingga Desember 2025, mencakup tahap pengumpulan data, 

wawancara, observasi, dan analisis data. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut 

digunakan untuk mendukung analisis terhadap pertanggungjawaban pidana 

pemilik kendaraan yang digunakan orang lain dalam melakukan tindak 

pidana: 

a. Data Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 
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3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

penggunaan kendaraan bermotor dalam tindak pidana; 

4) Dokumen resmi hasil penyidikan dari Polres OKI Kayu Agung 

yang terkait dengan kasus penggunaan kendaraan milik orang lain 

dalam tindak pidana. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan, pemahaman, serta interpretasi terhadap bahan hukum 

primer. Bahan ini meliputi: 

1) Buku-buku literatur hukum pidana; 

2) Artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait 

pertanggungjawaban pidana pemilik sarana atau alat yang 

digunakan dalam tindak pidana; 

3) Pendapat para ahli hukum (doktrin); 

4) Hasil wawancara dengan penyidik Polres OKI Kayu Agung sebagai 

pendukung analisis empiris. 

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk 

memperjelas istilah atau konsep hukum yang terdapat dalam bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan antara lain: 

1) Kamus hukum; 

2) Ensiklopedia hukum; 

3) Kamus umum bahasa Indonesia. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan rumusan 

masalah, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan data dari: 

1) Peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UU Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan; 

2) Buku teks hukum pidana, doktrin para ahli, dan pendapat 

akademisi; 

3) Artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur ilmiah lainnya; 

4) Putusan pengadilan atau dokumen resmi lain yang relevan. 

5) Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis 

dan yuridis untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam 

kasus penyalahgunaan kendaraan. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan guna melengkapi data kepustakaan 

dengan memperoleh informasi langsung dari praktik penegakan hukum 

di wilayah Polres OKI Kayu Agung. Studi lapangan ini dilakukan 

melalui: 
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1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan penyidik Polres 

OKI Kayu Agung yang menangani kasus penyalahgunaan 

kendaraan milik orang lain dalam tindak pidana; 

2) Wawancara dengan pihak lain yang relevan, seperti pemilik 

kendaraan atau aparat terkait (jika diperlukan dan memungkinkan). 

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

hukum, pertimbangan penyidik, dan kendala yang dihadapi dalam 

menentukan pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan dalam 

kasus konkret. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, 

dengan memadukan analisis normatif dan analisis empiris untuk 

memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban 

pidana pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain dalam 

melakukan tindak pidana. Adapun tahapan analisis data meliputi: 

a. Analisis Normatif (Yuridis) 

Analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur 

pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan. Proses analisis 

meliputi: 

1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan seperti KUHP, 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi 

terkait lainnya; 
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2) Mengkaji doktrin, teori hukum pidana, dan pendapat para ahli 

mengenai asas kesalahan (mens rea), hubungan antara pemilik 

sarana dengan perbuatan pidana, serta bentuk pertanggungjawaban 

pidana; 

3) Melakukan analisis sistematis dan komparatif terhadap norma 

hukum untuk menemukan konstruksi pertanggungjawaban pemilik 

kendaraan dalam konteks tindak pidana. 

b. Analisis Kasus (Case Study Analysis) 

Analisis ini dilakukan terhadap dokumen kasus dan informasi 

hasil wawancara di Polres OKI Kayu Agung. Langkah-langkahnya 

meliputi: 

1) Mengidentifikasi fakta hukum dari kasus penggunaan kendaraan 

milik orang lain dalam tindak pidana; 

2) Menganalisis pertimbangan penyidik dalam menentukan ada atau 

tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik kendaraan; 

3) Mengkaji kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam 

proses penyidikan dan pembuktian. 

c. Analisis Kualitatif 

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif 

dengan langkah-langkah: 

1) Reduksi data: memilih dan menyederhanakan informasi yang 

relevan dengan fokus penelitian; 
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2) Penyajian data: menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif 

untuk memudahkan interpretasi; 

3) Penarikan kesimpulan: merumuskan temuan yang menjawab 

rumusan masalah terkait pertanggungjawaban pidana pemilik 

kendaraan berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris. 

6. Keabsahan Data 

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti 

menerapkan beberapa teknik pengujian keabsahan data, baik terhadap 

bahan hukum maupun data hasil wawancara. Pengujian keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjamin kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.18 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan 

memverifikasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini 

digunakan untuk mengecek konsistensi informasi dari: 

1) Peraturan perundang-undangan yang relevan (bahan hukum 

primer); 

2) Literatur, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu (bahan hukum 

sekunder); 

 

 
18 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), hlm. 188–190. 
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3) Hasil wawancara dengan penyidik Polres OKI Kayu Agung dan 

pihak terkait lainnya. 

Dengan membandingkan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat 

memastikan bahwa data yang digunakan tidak bias dan mendukung 

analisis secara objektif. Triangulasi sumber merupakan teknik yang 

umum digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk meningkatkan 

tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh.19 

b. Triangulasi Metode 

Validitas data juga diperkuat dengan menggunakan lebih dari satu 

metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan 

(wawancara). Kesamaan hasil dari dua metode ini menunjukkan bahwa 

data tersebut memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, terutama dalam 

menggambarkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. 

Penggunaan triangulasi metode bertujuan untuk menguji konsistensi 

temuan melalui pendekatan yang berbeda sehingga hasil penelitian 

menjadi lebih komprehensif dan akurat.20 

c. Pengecekan Kredibilitas Informan 

Data hasil wawancara diuji kebenarannya dengan memastikan 

bahwa informan yang diwawancarai memiliki kompetensi dan 

kewenangan, seperti penyidik yang menangani kasus penyalahgunaan 

kendaraan. Kredibilitas informan menjadi salah satu indikator penting 

 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 369–372. 
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2021), hlm. 330–332. 
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untuk memastikan keabsahan data empiris yang diperoleh. Dalam 

penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat sangat menentukan 

kualitas dan validitas data yang dihasilkan.21 

d. Pengecekan Melalui Dokumentasi 

Untuk memperkuat data wawancara, peneliti melakukan cross-

check dengan dokumen resmi seperti: 

1) Berkas perkara; 

2) Laporan penyidikan; 

3) Arsip resmi Polres OKI Kayu Agung. 

Pemeriksaan silang ini memastikan bahwa data empiris sesuai 

dengan fakta hukum yang tercatat secara formal. Teknik dokumentasi 

dalam penelitian hukum empiris berfungsi sebagai alat verifikasi untuk 

menghindari subjektivitas dan memastikan kesesuaian antara 

pernyataan informan dan bukti tertulis.22 

7. Sistematika Analisis 

Sistematika analisis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan 

alur yang terstruktur dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana pemilik 

kendaraan yang digunakan oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana. 

Dalam penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan 

empiris, analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi 

norma, pengujian teori, serta verifikasi praktik lapangan agar diperoleh 

 
21 Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2022), hlm. 162–165. 
22 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 393–395. 
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kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.23 

a. Identifikasi Masalah Hukum 

Tahap awal analisis dimulai dengan mengidentifikasi isu hukum 

utama, yaitu apakah pemilik kendaraan dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana ketika kendaraannya digunakan oleh pihak 

lain untuk melakukan tindak pidana. Pada tahap ini dilakukan pemetaan 

unsur-unsur hukum yang terkait, seperti asas kesalahan (geen straf 

zonder schuld), hubungan antara pemilik dengan pelaku, serta bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang relevan. Identifikasi isu hukum 

merupakan langkah penting dalam penelitian hukum untuk menentukan 

fokus analisis dan batasan permasalahan.24 

b. Analisis Normatif terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Pada tahap ini, peneliti menelaah ketentuan hukum yang berlaku dalam: 

1) KUHP; 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 

3) Peraturan lain yang relevan. 

Analisis dilakukan dengan melihat struktur norma, unsur mens 

rea, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana untuk 

menentukan kedudukan hukum pemilik kendaraan dalam kasus 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 

hlm. 171–173. 
24 Ibid., hlm. 93–95. 
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penyalahgunaan kendaraan. Analisis normatif bertujuan untuk 

menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan 

teleologis guna menemukan makna hukum yang tepat.25 

c. Analisis Doktrin dan Kajian Akademik 

Tahap ini mencakup studi terhadap teori-teori hukum pidana, 

pendapat pakar, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

tanggung jawab pemilik sarana atau alat yang digunakan dalam tindak 

pidana. Analisis doktrin berfungsi untuk memberikan landasan teoretis 

yang mendalam serta sebagai alat bantu dalam memahami penafsiran 

hukum. Doktrin hukum memiliki peran penting dalam menjembatani 

norma tertulis dengan praktik penegakan hukum.26 

d. Analisis Kasus dan Data Lapangan 

Analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari 

Polres OKI Kayu Agung, melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap 

ini meliputi: 

1) Identifikasi fakta hukum kasus; 

2) Pertimbangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya 

kesalahan di pihak pemilik kendaraan; 

3) Hambatan atau kendala dalam penyidikan dan penegakan hukum. 

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum bertujuan untuk 

melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta 

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2022), 

hlm. 115–118. 
26 Eva Achjani Zulfa, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pertanggungjawaban 

Pidana di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 84–86. 
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mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan 

implementasinya.27 

e. Interpretasi dan Sintesis Data 

Data normatif dan empiris yang telah dianalisis kemudian 

diintegrasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. 

Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hubungan antara teori, peraturan, 

dan praktik penyidikan untuk menjawab rumusan masalah secara 

sistematis dan objektif. Sintesis data dilakukan dengan pendekatan 

argumentatif agar diperoleh konstruksi hukum yang rasional dan 

konsisten.28 

f. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir analisis berupa penyusunan kesimpulan yang 

merangkum hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan 

keseluruhan proses analisis dan diarahkan untuk menjawab secara 

langsung rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini juga 

menjadi dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi 

penegakan hukum di masa mendatang. Dalam metodologi penelitian 

hukum, kesimpulan harus bersifat logis, sistematis, dan sesuai dengan 

hasil analisis yang telah dilakukan.29 

8. Jenis Data Hukum yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data hukum, yaitu data hukum 

 
27 Zuchri Abdussamad, Op. Cit., hlm. 155–157. 
28 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 401–403. 
29 Hardani dkk., Op. Cit., hlm. 198–200. 
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normatif (law in books) dan data hukum empiris (law in action). 

Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai konstruksi norma hukum serta 

implementasinya dalam praktik penegakan hukum.30 

a. Hukum tertulis (law in books), yaitu mencakup peraturan perundang-

undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana; 

b. Hukum yang hidup dalam masyarakat (law in action), yaitu praktik 

pelaksanaan atau penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di 

lingkungan Polres OKI Kayu Agung. 

Dengan menggabungkan kedua jenis data hukum ini, penelitian 

mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana 

hukum pidana dijalankan dalam konteks kasus kendaraan yang digunakan 

oleh pihak lain. Pendekatan normatif-empiris memungkinkan peneliti 

untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga realitas 

penerapannya dalam sistem peradilan pidana.31 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini memuat beberapa bagian, yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan atau 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 35–38. 
31 Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 21–24. 
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review terhadap studi terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban 

pidana, kepemilikan kendaraan bermotor dalam 

perspektif hukum, penyalahgunaan kendaraan sebagai 

sarana tindak pidana, asas kesalahan (means rea) dan 

relevansinya terhadap pemilik kendaraan, teori 

penyertaan (delneeming) dalam konteks 

penyalahgunaan kendaraan, ETLE dan tantangan 

pertanggungjawaban pemilik kendaraan, kriminalisasi 

pemilik kendaraan yang tidak mengetahui 

penyalahgunaan. 

BAB III Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai, 

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang 

Digunakan oleh Orang Lain dalam Tindak Pidana, 

Kendala Penegakan Hukum terhadap Pemilik 

Kendaraan, Analisis terhadap Upaya dan Solusi 

Penegakan Hukum. 

BAB IV Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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